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KATA PENGANTAR

Pyji dan syukur kami panjatkan kehadirat, Allah SWT, yang menciptakan alam
semesta ini. Yang atas karunia dan inayah-Nya, Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Periode Juni 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat selesai dengan cepat dan tepat
pada waktunya. Juga tidak lupa shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi
Muhammad SAW, nabi akhir zaman.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung
memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain untuk selalu melakukan pembinaan
dan pengawasan bagi pengadilan agama yang berada dalam wilayah yurisdiksinya.
Pembinaan dan Pengawasan untuk periode Juni 2021, Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang Manajemen Peradilan,
Administrasi Perkara (Pola Bindalmin), dan Administrasi Persidangan, Pelayanan
Publik, Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan
Keuangan. Tak terkecuali SIPP sebagai salah satu bentuk Pelayanan Publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor W9-A/1522/KP.002/6/2021 tanggal 4 Juni 2021 telah menunjuk Tim Hakim
Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) terdiri dari 2 hakim Tinggi,
1 Panitera, 1 Sekretaris dan 4 orang pendamping, berbagi tugas yang berimbang
sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dengan berakhirnya Pembinaan dan Pengawasan, unsur pimpinan Pengadilan
Agama Jakarta Utara menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu bukti kesanggupan
bahwa seluruh jajarannya akan memperbaiki kekeliruan dan menyempurnakan
kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Pada akhirnya besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat dan apa yang
menjadi temuan dapat diperbaiki. Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya
milik-Nya, jika ada saran dan kritik, kami menerima dengan tangan terbuka.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2021
Ketua Tim Pembinan dan Pengawasan Daerah
PA Jakarta Utara,

Drs. Dadang Syarif
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok menajemen untuk menjaga
dan mengendalikan, agar tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana

mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang dirubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah meletakkan dasar kebijakan, bahwa segala
urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yustisial,
organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.
Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, pengawasan eksternal sebagaimana tersebut pada Pasal 12 A Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas Daerah (Hatibinwasda) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
anggaran 2021, meliputi bidang-bidang sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1486/PS.01/6/2021 tanggal 02 Juni 2021, dengan
berpedoman  dalam  rumusan yang terdapat dalam buku IV dengan melalui
KMA/080/SK/VIII/2006 yang disempurnakan oleh KMA/145/VIIl/2007 tanggal
29 Agustus 2007, buku IV tersebut dijadikan pedoman dalam pengawasan, baik
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, oleh
Pengadilan Tingkat Banding maupun oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini
pengawasan dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

A. Dasar Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas
Daerah untuk di Pengadilan Agama Jakarta Utara, adalah berdasarkan:
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor WO-
A/1486/PS.01/6/2021 tanggal 2 Juni 2021, Tentang Penunjukan Tim Hakim
Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Di Lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta;
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2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor
W9-A/1522/KP.002/6/2021 tanggal 04 Juni 2021;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

A. Manajemen Peradilan
B. Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)
C. Administrasi Persidangan

D. Umum dan Keuangan

C. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas

Daerah, dimaksudkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan manajemen peradilan,
administrasi perkara, administrasi persidangan/teknik yustisial, pelayanan
publik, termasuk di dalamnya SIPP, administrasi umum yang meliputi
kepegawaian dan ortala, perencanaan, IT dan pelaporan, dan umum dan
keuangan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, apakah sudah sesuai dengan Buku
IV Mahkamah Agung RI tahun 2009 yang dijadikan pedoman dalam pembinaan
dan pengawasan atau belum sesuai dengan pedoman tersebut.

2. Untuk melakukan kontroling terhadap program kerja yang sedang berjalan,
sehingga apabila ada ketidaksesuaian antara program kerja dengan aturan yang
ada, segera diadakan perbaikan dan pelurusan.

3. Untuk mengevaluasi dan membina, agar aparat Pengadilan Agama Jakarta Utara

tetap termotivasi dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

D. Metode Pengawasan
Untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat, dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan ini, Tim menggunakan metode:
1. Teknik Pengumpulan Data, Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (Interview), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan
melakukan pertanyaan/wawancara yang diajukan kepada responden untuk
memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan
diperiksa, karena wawancara adalah sebagai tehnik/alat pengambilan data

primer. Dalam hal ini digunakan bentuk pertanyaan/wawancara tidak
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terstruktur, yaitu dengan pedoman pertanyaan/wawancara yang hanya

memuat garis besar yang akan ditanyakan kepada pejabat yang berwenang

dengan interview kepada personil yang memegang posisi tertentu, seperti
kepada Pimpinan, para Hakim, Panitera dan Sekretaris, Bendahara serta
pihak-pihak lain yang terkait.

b. Studi Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data skunder
dengan cara:

1) Pengisian instrument pemeriksaan sebagaimana diatur dalam buku IV
tentang Tatalaksana Pengawasan Peradilan oleh Mahkamah Agung RI.

2) Pemeriksaan pada dokumen-dokumen antara lain register-register,
laporan-laporan perkara bulanan maupun tahunan, buku-buku kendali,
buku bantu dan lain-lain.

3) Dengan melakukan eksaminasi, dalam melaksanakan eksaminasi ini
berkas perkara yang diperiksa berjumlah 10 perkara, dipilih secara
acak;

2. Teknik Analisis Data

Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka teknik

analisis data yang digunakan dalam pengawasan adalah tehnik analisis deskriptif

kualitatif.

E. Waktu Pelaksanaan
Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor W9-A/1522/KP.002/6/2021 tanggal 04 Juni 2021 (lampiran 2) pengawasan
di Pengadilan Agama Jakarta Utara dilaksanakan selama 2 hari, terhitung dari
tanggal 08-09 Juni 2021 oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, 1
Panitera, 1 Sekretaris dengan dibantu oleh 5 orang pendamping, data selengkapnya

sebagai berikut:

1. Nama : Drs. Dadang Syarif
NIP : 195907051988031003
Pangkat/Golongan :  Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Anggota/Hakim Utama

2. Nama : Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H.
NIP : 196204051988031003
Pangkat/Golongan :  Pembina Utama(IV/e)
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Jabatan

Nama
NIP
Pangkat/Golongan

Jabatan

Nama
NIP
Pangkat/Golongan

Jabatan

Nama
NIP
Pangkat/Golongan

Jabatan

Nama
NIP
Pangkat/Golongan

Jabatan

Nama
NIP
Pangkat/Golongan

Jabatan

Anggota/Hakim Utama

Adri Syarifuddin Sulaiman

197402021993031001

Pembina (IV/a)

Sekretaris/Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah

196801282001122001

Penata Tk. I (I11/d)

Anggota/ Panitera Pengganti

Nurlaelah, S.H.

196206191992032002

Penata Tk.I (I1I/d)

Sekretaris I/Panitera Pengganti

Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.
197701052009121001

Penata (I11/c)

Ka. Sub.Bag. Tata Usaha dan Rumah

Tangga/Anggota

Sudarman, S.Ag., M.H.

197503212002121003

Pembina (IV/a)

Analis Tata Laksana/Anggota




BABII

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik

Kondisi:

Tidak adanya pegawai yang berada di meja pengaduan dikarenakan
pegawai yang ditugaskan telah mutasi,

Kriteria:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 2016;

Sebab:

Belum adanya Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Jakarta
Utara Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan;

Akibat:

Masyarakat yang akan mengajukan pengaduan tidak dapat terlayani
dengan baik.

Rekomendasi:

Harus segera dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta

Utara tentang penunjukan petugas meja pengaduan:

B. Administrasi Perkara

1. Kondisi:
Perkara No. 945/Pdt.G/2021/PAJU, halaman dari BAS sidang pertama tidak ada
dan PHS didalam berkas tidak ada (di daftar isi PHS ada ceklisnya, tetapi
kenyataannya tidak ada.
Kriteria:
Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 26 dan 31.
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti
Akibat:
Berkas perkara kurang lengkap.

Rekomendasi:
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Agar Ketua Majelis dan Panitera Pengganti lebih meneliti kembali berkas

perkara sebelum diminutasi.

Kondisi:

Perkara No. 938/Pdt.G/2021/PAJU, perkara di putus NO.

1) Peletakan relaas panggilan tidak kronologis;

2) Tentang Mediasi dalam surat pernyataan tertulis “Pernyataan para pihak
tentang penjelasan Mediasi” tidak ada hari (kosong) dan tidak ada
tanggalnya (kosong) dan tidak ada nomor perkaranya (kosong)

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 34 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Sebab:

Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti.

Akibat:

Berkas perkara kurang lengkap.

Rekomendasi:

Agar Ketua Majelis dan Panitera Pengganti lebih meneliti kembali berkas

perkara sebelum diminutasi.

Kondisi:

Perkara No. 364/Pdt.P/2020/PAJU;

1) Dalam permohonan para pihak dispensasi nikah dalam petitum angka 2 tertulis
para Pemohon menyampaikan bahwa yang bernama (Adriansyah bin Mahfudin
dengan calon isterinya tertulis Adriansyah bin Mahfudin);

2) Dalam BAS yang pertama tidak ada keterangan perbaikan/perubahan nama
calon isteri dari Adriansyah bin Mahfudin

3) Sedangkan nama calon isterinya bernama Rina Maryani binti Suhandi

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 1 dan 30

Sebab:

Petugas Meja I penerima permohonan tidak teliti dan cermat serta Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti tidak memeriksa surat permohonan tersebut.

AKkibat:
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Surat Permohonan isbat nikah tidak sempurna.
Rekomendasi:
Agar petugas meja I, hakim dan Panitera Penggantai lebih teliti dan cermat

dalam membaca surat permohonan para pihak.

Kondisi:

Perkara No. 2555/Pdt.G/2020/PAJU Perkara harta Bersama, Putus tanggal 5
Mei 2021;

Terjadi pergantian Panitera Penganti pada tanggal 11 Februari 2021 tetapi
pada BAS tanggal 24 Februari 2021 tidak ada perubahan dalam susunan
persidangan dan masih tertulis “sama dengan persidangan yang lalu”
Kriteria:

Buku IT Edisi Revisi 2013 halaman 31.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang teliti dan cermat dalam pembuatan BAS
pergantian PP.

Akibat:

Berita Acara Sidang kurang tepat.

Rekomendasi:

Supaya Panitera Pengganti lebih teliti dan cermat dalam Pembuatan BAS.

Kondisi:

Perkara No. 2555/Pdt.G/2020/PAJU Perkara cerai talak, putus tanggal 12

Februari 2021;

1) Relaas pemberitahuan kepada Termohon di jahit dalam Berita Acara
Pemeriksaan perkara

2) BAS Ikrar di jahit bersama dengan Penetapan ikrar.

Kriteria:

1. Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 34.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang memahami proses pemberkasan/minutasi

Akibat:

Berkas perkara ikrar menjadi tercampur dengan berkas perkara yang telah

diputus
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Rekomendasi:

Agar Panitera Pengganti lebih memahami tentang aturan pemberkasan/

minutasi.

Kondisi:

Perkara Banding yang belum terkirim:

Perkara No. 2094/PdtG/2020/PAJU, daftar tanggal 6 April 2021 sudah lebih

dari 2 (dua) bulan karena PBT Banding belum ada dari PA luar (Tabayun);

Kriteria:

- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Pengadilan Peradilan Ulangan

- Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 7.

Sebab:

Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara banding oleh Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta

Akibat:

Belum adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan banding.

Mengurangi penilaian prestasi triwulanan PA Jakarta Utara.

Rekomendasi:

Agar berkas perkara yang diajukan banding tersebut segera dikirim ke

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Kondisi:

Perkara Banding yang belum terkirim Perkara No. 312/PdtG/2021/PAJU,
daftar tanggal 29 April 2021 perkara E-court sudah lebih kurang lewat 1
(satu) bulan karena ketidak jelasan alamat pihaknya

Kfriteria:

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Pengadilan Peradilan Ulangan

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 7.

Sebab:
Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara banding oleh Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta
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Akibat:
Belum adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan banding.

Mengurangi penilaian prestasi triwulanan PA Jakarta Utara.

Kondisi:

Perkara Banding yang belum terkirim Perkara No. 1728/PdtG/2021/PAJU,
daftar tanggal 17 Mei 2021 sudah hampir 1 (satu) bulan karena PBT belum
kembali dari PA Serang

Kriteria:

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Pengadilan Peradilan Ulangan

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 7.

Sebab:

Terjadi keterlambatan dalam penerimaan perkara banding oleh Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta

Akibat:

Belum adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan banding.
Mengurangi penilaian prestasi triwulanan PA Jakarta Utara.
Kondisi:
Perkara Banding yang telah di putus oleh PTA Jakarta dan telah
dikembalikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor
2283/Pdt.G/2020/PAJU;  Nomor  83/Pdt.G/2021/PTA.JK;  Nomor
2355/Pdt.G/2020/PAJU; ~ Nomor  80/Pdt.G/2021/PTAJK  namun
Pemberitahuan isi putusan banding belum disampaikan kepada para pihak;
Kriteria:
Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 9.

Sebab:

Jurusita/Jurusita Pengganti tidak melaksanakan tugasnya secara
profesional;

Akibat:

Hak para pihak berperkara terabaikan.

Rekomendasi:

Agar Jurusita/Jurusita Pengganti segera menyampaikan Pemberitahuan Isi

Putusan Banding kepada para pihak yang berperkara.
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10.

11.

Kondisi:

Perkara Kasasi yang belum terkirim:

1) Perkara No. 586/Pdt.G/2018/PAJU, masih dalam proses.

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 12.

Sebab:

Terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara Kasasi oleh Mahkamah

Agung RI

Akibat:

- Belum adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan Kasasi.
- Mengurangi penilaian prestasi triwulanan PA Jakarta Utara.

Kondisi:

Retensi arsip perkara Pengadilan Agama Jakarta Utara belum dilaksanakan;

Kriteria:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 43;

Sebab:

Kurangnya fasilitas arsip perkara

Akibat:

Menumpuknya arsip perkara yang belum tersusun dengan baik;

Rekomendasi:

Agar dilakukan retensi arsip serta berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta;

C. Administrasi Persidangan

Persidangan

1.

Kondisi:
Perkara No. 447/Pdt.G/2021/PAJU daftar tanggal 1 Maret 2021, perkara
cerali gugat antara Yayah Rokayah sebagai Penggugat melawan

Baharudin bin Usman sebagai Tergugat;
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1) Kaulit luar tertulis “Penetapan” seharusnya tertulis “Putusan”

2) Dalam gugatan pada posita No. 7 tertulis “Penggugat sanggup
membayar biaya cerai, namun majelis memutus biaya dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara.

3) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) Penggugat ada pada BAS.

Kriteria:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

- Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 30;

Sebab:

Majelis Hakim tidak mengutip alat bukti surat keterangan tidak mampu

(SKTM) atas pembebasan biaya perkara/prodeo.

Akibat:

Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan tambahan pada putusan.

Rekomendasi:

Agar Ketua Majelis lebih cermat dalam dalam memutus perkara;

Kondisi:

Perkara No. 2028/Pdt.G/2020/PAJU, perkara gugatan sederhana;

1) Identitas pada surat gugatan adalah identitas PT. Bank Syariah Tbk.,
namun pada PHS, dan penunjukan JS/JSP berubah menjadi
personifikasi individu;

2) Relaas panggilan menjadi cerai gugat;

3) Terdapat nominal Rp. 50.000.000,- namun terbilangnya menjadi
(lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4) Biaya perkara tidak mengacu pada Pasal 181 HIR;

5) Perkara dicabut karena perdamaian, namun tidak diketahui isi,
prosedur dan kapan dibuat perdamaian tersebut;

Kriteria:

- Pasal 181 HIR

- Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 26 dan 27;

Sebab:

Kurang teliti dan kurang cermat

Akibat:

Tidak tertib dalam acara persidangan
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Rekomendasi:

Agar Ketua Majelis dan Jurusita/Jurusita Pengganti lebih teliti dan

cermat dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi:

Perkara No. 2028/Pdt.G/2020/PAJU, BAS tertanggal 3 November 2021
ditunda tanggal 10 November 2021, tetapi sidang selanjutnya tertulis
Selasa tanggal 3 November 2021;

Kriteria:

- Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 30;

Sebab:

Perlu ketelitian Panitera Pengganti dan Majelis Hakim dalam memeriksa
dan meminutasi perkara.

Akibat:

Tidak tertib dalam acara persidangan;

Rekomendasi:

Agar Ketua Majelis dan Panitera Pengganti memperbaiki berita acara
tersebut;

Kondisi:

Relaas I Pemohon tidak ada dalam berkas, tetapi dalam jurnal keuangan
ada pengeluaran;

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 34;

Sebab:

Minutasi berkas perkara tidak lengkap

Akibat:

Tidak tertib dalam minutasi dan tertib keuangan perkara;

Rekomendasi:

Segera diperbaiki;

Kondisi:
Dalam berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti ada

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang akibat perceraian
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namun hakim dalam putusannya tidak mempertimbankan kesepakatan
tersebut dan dalam amar putusannya pun tidak dicantumkan kesepakatan
tersebut;

Kriteria:

Dipertimbangkan dalam putusan dan dituangkan dalam amar putusan;
Sebab:

Berita acara sidang sebagai akta otentik dan dasar pembutan putusan;
Akibat:

Akan mempersulit dalam eksekusi dan hak-hak para pihak tidak terpenuhi;
Rekomendasi:

Agar Majelis Hakim lebih cermat dalam membuat dan menjatuhkan
putusan;

Kondisi:

Berita acara sidang pembacaan putusan tetulis Selasa 24 November 2021,
tetapi dalam kaki putusan tertulis Senin 24 November 2021;

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 32;

Sebab:

Kesalahan dalam penulisan berita acara sidang mempengaruhi keotentikan
berita acara sidang;

Akibat:

Putusan hakim menjadi tidak valid datanya;

Rekomendasi:

Agar Panitera Pengganti dan Ketua Majelis lebih teliti dalam pembuatan
berita acara sidang dan putusan segera diperbaiki;

Kondisi:

Relaas I Pemohon tidak ada dalam berkas, tetapi dalam jurnal keuangan
ada pengeluaran;

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 34;

Sebab:

Minutasi berkas perkara tidak lengkap

Akibat:

Tidak tertib dalam minutasi dan tertib keuangan perkara;
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Rekomendasi:

Pemeriksaan berkas perkara satu hari sebelum persidangan:
5. Kondisi:

Perkara No. 945/Pdt.G/2021/PAJU;

1) Penetapan mediator belum ditandatangani;

2) Berita Acara Sidang tanggal 22 April 2021 belum ditandatangani
oleh Ketua Mejalis;

3) Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2021 belum ditandatangani
oleh Ketua Mejalis;

4) Berita Acara Sidang tanggal 03 Juni 2021 belum ditandatangani
oleh Ketua Mejalis;

Kriteria:

1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016
Pasal 17 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

2) Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 31;

Sebab:

Kurang cermat

Akibat:

Tidak terpenuhinya unsur konsistensi

Rekomendasi:

1. Agar Penetapan Mediator ditandatangani oleh Ketua Majelis;

2. Agar Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis;

6. Kondisi:
Perkara No. 691/Pdt.G/2021/PAJU;

1) Berita Acara Sidang tanggal 8 April 2021 perbaikan tanggal penundaan
sidang menggunakan tulisan tangan namun belum diparaf oleh Ketua
Majelis;

2) Berita Acara Sidang tanggal 6 Mei 2021 belum ditandatangani oleh
Ketua Majelis;

3) Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2021 belum ada di dalam berkas
perkara ditunda untuk persidangan tanggal 10 Juni 2021;
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Kriteria:
Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 31;
Sebab:
Kurang jeli dan cermat.
Akibat:
Tidak terpenuhinya unsur konsistensi
Rekomendasi:
1) Agar dilakukan paraf terhadap perbaikan tanggal tundaan sidang;
2) Agar Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis;
3) Agar Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2021 dibuat dan dimasukan

ke dalam berkas perkaranya;

Kondisi:

Perkara No. 861/Pdt.G/2021/PAJU;

1) Penetapan Hari Sidang belum ada di dalam berkas perkaranya;

2) Berita Acara Sidang tanggal 15 April 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis;

3) Berita Acara Sidang tanggal 22 April 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis;

4) Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis;

5) Berita Acara Sidang tanggal 6 Mei 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis, dan tanggal perbaikan penundaan sidang belum di paraf oleh
Ketua Majelis;

6) Berita Acara Sidang tanggal 6 Mei 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis;

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 31;

Sebab:

Kurang jeli dan cermat.

Akibat:

Tidak terpenuhinya unsur konsistensi

Rekomendasi:

1) Agar Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis;
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2) Agar dilakukan paraf terhadap perbaikan tanggal tundaan sidang;

4. Kondisi:
Perkara No.569/Pdt.G/2021/PAJU;
1) Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2021 belum ditandatangani
Ketua Mejalis;
2) Berita Acara Sidang tanggal 6 Mei 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis;
Kriteria:
Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 31
Sebab:
Kurang teliti dan cermat
Akibat:
Tidak terpenuhinya unsur konsistensi
Rekomendasi:

- Agar Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis;

5.  Kondisi:
Perkara No. 754/Pdt.G/2021/PAJU;
Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2021 belum ditandatangani Ketua
Mejalis;
Kriteria:
Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 31;
Sebab:
Tidak terdapat bukti perintah yang otentik dan terpenuhi unsur konsistensi
Akibat:
Tidak terpenuhinya unsur konsistensi
Rekomendasi:
1) BAS harus selesai dibuat dan ditandatangani paling lambat sehari
sebelum persidangan.

2) Susunan isi berkas harus tersusun sesuai urutan kejadian (kronologis);

III. Putusan (Pemeriksaan terhadap berkas perkara yang diputus pada tanggal
8 Juni 2021 one day minute)
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1. Kondisi:
Perkara No. 1168/Pdt.G/2021/PAJU,
1) Daftar isi berkas belum di tandatangan Ketua Majelis;
2) Nama saksi P-1 pada Berita Acara Sidang tertulis Novita Sari binti Hadirin
pada Putusan tertulis Nopitasari binti Hadirin;
3) Nama saksi P-2 pada Berita Acara Sidang tertulis Nur Haryanti binti Hadirin
sedangkan pada Putusan tertulis Nurharyanti binti Hadirin;
Kriteria:
Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 30-31;
Sebab:
Ketua Majelis tidak membaca BAS yang dibuat oleh Panitera Pengganti .
Akibat:
Antara Putusan dengan BAS terjadi perbedaan nama para saksi Penggugat.
Rekomendasi:
1) Agar Ketua Majelis dalam mengambil data saksi melihat kepada BAS
Panitera Pengganti;
2.  Kondisi:
Perkara No. 1253/Pdt.G/2021/PAJU,
Surat pernyataan tidak memiliki potensi benturan kepentingan belum
ditandatangani Ketua Majelis;
Kriteria:
Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 34;
Sebab:
Ketua Majelis kurang teliti;
Akibat:
Berkas perkara belum sempurna;
Rekomendasi:
Surat pernyataan tidak memiliki potensi benturan kepentingan harus segera

ditandatangani;

4. Kondisi:
SIPP.
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1) Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti
dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan namun pada
saat login menggunakan akun Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara
bukan akun Panitera.

Kriteria:

Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 25.

Sebab:

Petugas SIPP kurang teliti.

Akibat:

Data pada riwayat perkara tidak valid.

Rekomendasi:

Agar segera diperbaiki dan penunjukan Panitera Pengganti serta

Jurusita/Jurusita Pengganti harus menggunakan akun Panitera.

D. Adminstrasi Umum dan Keuangan
Administrasi Umum
Penetapan Status Penggunaan (PSP)
1 Kondisi:

engadaan Barang Fujitsu Deskop Esprimo Q558 (i5-9400T,8 GB, 1 TB),
dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Belanja Modal Nomor : W9-
A5/902.A/PL.04/3/2021.

engadaan Barang BenQ Smart Projector EX800ST Projection , dengan
Berita Acara Serah Terima Hasil Belanja Modal Nomor : WO-
A5/580/PL.04/2021/PA JU.
antara Kuasa Pengguna Barang dengan Kasubbag. Umum Pengadilan Agama
Jakarta Utara, Belum ditindaklanjuti untuk proses Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Negara.
Kriteria:
eraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016

tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
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Nomor 246/PMK.06/2014 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang
Milik Negara

Sebab:

Menurut Kasubbag. Umum Pengadilan Agama Jakarta Utara satuan kerja
Pengadilan Agama Jakarta Utara sedang melaksanakan proses pengajuan
Penetapan Status Kepemilikan tahun sebelumnya yang baru diajukan pada
bulan Februari tahun 2021 sehingga untuk pengadaan tahun 2021 akan
menyusul selanjunya.

Akibat:

Barang Milik Negara yang sudah selesai proses pengadaannya belum tertib
administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja
Pengadilan Agama Jakarta Utara

Rekomendasi:

Agar segera diajukan permohonan Penetapan Status Barangg Milik Negara

kepada Yang berwenang

Administrasi Keuangan
SPBY
1 Kondisi :

Pada Kuitansi / Bukti Pembayaran Nomor Bukti 000146/400622/111/2021
tanggal 03-03-2021

ada pembayaran berupa belanja keperluan perkantoran berupa penjilidan sakip
16 jilid sebesar Rp. 1.924.000,- sedangkan dalam Rincian Kertas Kerja Satker
TA. 2021 dengan mata anggaran 002 A 521111 Belanja Keperluan
Perkantoran berupa Biaya Penjilidan yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,-.
Dengan demikian ada selisth dalam pembayaran yang dilakukan oleh
bendahara sebesar (-Rp. 924.000,-) yang menurut bendahara diambil dari
pembiayaan lainnya.

Kreteria:

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebab :
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- Pejabat Pembuat Komitmen Kurang teliti dan kurang cermat dalam
mengeluarkan Surat Perintah Bayar.

- Bendahara kurang teliti dan kurang cermat serta tidak melakukan pengujian
atas perintah pembayaran mengenai pemeriksaan kebenaran atas hak tagih

mengenai menguji ketersedian dana yang bersangkutan.

Akibat :

Tidak taat dan tertib adminstrasi dalam penggunaan anggaran negara
Rekomendasi :

Agar segera disesuaikan pengeluaran anggaran yang telah digunakan dengan

anggaran yang tersedia.

Kondisi :

Surat Perintah Membayar Nomor : 00035/400622/111/2021 tanggal : 10-03-

2021. Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan

PNS Bulan Februari Tahun 2021 untuk 46 Pegawai sesuai SPP Nomor 00035

tanggal 10 Maret 2021.

Belum ada tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen, tandatangan Kuasa

Pengunaan Anggaran, dan belum ditandatangani Pegawai penerima uang

makan.

Kreteria :

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebab :

- Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PPSPM kurang teleti dan cermat

dalam melengkapi dokumen surat perintah bayar Uang Makan Pegawai

- Bendahara kurang cermat dalam melengkapi kelengkapan dokumen Uang
Makan Pegawai

Akibat :

Tidak tertibnya administrasi pada Dokumen Keuangan

Kondisi :
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Surat Perintah Membayar Nomor : 00008/400622/1/2021 tanggal : 13-01-

2021. Untuk Keperluan Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji Pegawai

PNS Bulan Maret Tahun 2021.

Belum ada tandatangan Kuasa Pengunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran

dan belum ditandatangani Pegawai. .

Kreteria :

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebab :

- Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PPSPM kurang teleti dan cermat

dalam melengkapi dokumen surat perintah bayar Uang Makan Pegawai

- Bendahara kurang cermat dalam melengkapi kelengkapan dokumen Uang
Makan Pegawai

Akibat :

Tidak tertibnya administrasi pada Dokumen Keuangan
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen peradilan telah dilaksanakan, namun perlu adanya perbaikan dan
penyempurnaan;

2. Administrasi perkara, administrasi persidangan dan tehnis yustisial telah
dilaksanakan, akan tetapi perlu perbaikan, dan penyempurnaan serta perhatian
secara serius;

3. SIPP telah dilaksanakan, namun perlu konsistensi dari para pengguna (user).

4. Administrasi umum, baik yang menyangkut kepegawaian dan ortala,
perencanaan, TI dan pelaporan, dan keuangan dan Umum telah dilaksanakan,
namun perlu perbaikan dan penyempurnaan;

5. Mengaktifkan dan mengoptimalisasi pelaksaan inspeksi mendadak (sidak) oleh

unsur pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh elemen.

B. Rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas
Daerah Pengadilan Agama Jakarta Utara, merekomendasikan agar dapat

dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bidang Manajemen Peradilan.

1) Mengaktifkan fungsi Hawasbid, untuk menindak lanjuti hasil
pengawasannya dan melaporkan kepada KPTA DKI Jakarta.

2) Mengaktifkan dan mengoptimalisasikan rapat/pertemuan berkala secara
rutin dan terjadwal.

3) Meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan
dan pelaksanaan realisasi anggaran.

4) Segera ditunjuk petugas pengaduan dengan menerbitkan SK Ketua PA
Jakarta Utara, agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

b. Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Teknis Yustisial
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1) Meningkatkan pelaksanaan Pola Bindalmin dan bersungguh-sungguh
melaksanakan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.

2) Mengadakan sosialisasi terhadap adanya perkembangan hukum.

3) Memperhatikan dengan seksama pelaksanaan hukum acara peradilan
agama.

4) Mengupayakan agar penyelesaian perkara mengikuti SEMA No. 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama adalah
5 bulan.

5) Mengupayakan agar bantuan delegasi dilaksanakan sesuai SEMA No. 6
Tahun 2014

c. Adminstrasi Umum dan Keuangan
1) Dalam hal pelaksanaan anggaran DIPA Kasubag umum dan keuangan harus
dilaksanakan dengan ketelitian dan kehati-hatian.

2) Untuk kebersihan kantor agar lebih ditingkatkan kembali.

Demikian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan ini dibuat, untuk menjadi

maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2021

Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah
di Pengadilan Agama Jakarta Barat

1.  Drs. Dadang Syarif Ketua Tim 1. .o,

2. Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H. Anggota 2 e

3. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. Sekretaris 3. .o

4.  Dra. Hj. Aisyah Anggota o

5. Nurlaelah, S.H. Anggota S
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6.  Abdul Haris Rangkuty, S.E.,M.M. Anggota 6.

7. Sudarman, S.Ag., M.H. Anggota T e
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